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PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

Menimbang

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
komunikasi tertulis antarunit organisasi di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi di bidang administrasi pemerintahan, perlu
menata kembali ketentuan tata naskah dinas;

bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor S5 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah

Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
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Mengingat

Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf bkoma serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 192);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 432);
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7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1256);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1662);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA NASKAH
DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan mengenai jenis,
format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi,
dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang
desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Naskah Dinas Elektronik adalah Naskah Dinas berupa
komunikasi informasi yang disalurkan melalui media

elektronik dan direkam dalam multimedia elektronik
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10.

sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau
diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dalam media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Format adalah susunan dan bentuk Naskah Dinas yang
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta
penggunaan lambang negara, logo, kop, dan cap Naskah
Dinas.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak
dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kop Amplop Naskah Dinas adalah kepala amplop Naskah
Dinas yang menunjukkan jabatan atau nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi yang ditempatkan di bagian atas amplop
Naskah Dinas.

Kop Naskah Dinas adalah kepala surat yang terdiri dari
logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, nama dan alamat yang meliputi nama
jalan, nomor, kode pos, nomor telepon, faksimili, surat

elektronik, dan situs web.
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Kop Naskah Dinas Menteri yang selanjutnya disebut Kop
Menteri adalah bagian dari kepala Naskah Dinas yang
memuat lambang negara berwarna emas dan nama
jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi yang diletakkan secara simetris.

Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Logo adalah
gambar atau huruf sebagai identitas Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan
kearsipan secara berjenjang di unit kerja/unit pengolah;
Unit Kerja adalah bagian dari wunit organisasi di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipimpin oleh pejabat
pimpinan tinggi pratama.

Unit Pengolah adalah unit kerja pada pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah

tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.

menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian; dan

menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif
dan efisien dalam rangka penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dan pembangunan.
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